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ABSTRAK 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 31 ayat (1) penangguhan penahanan 

di sebut bahwa, Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut 

umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan 

penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan 

syarat yang ditentukan. Namun, tidak ada penjelasan akibat hukum ketika 

tersangka melarikan diri dan pertimbangan pejabat berwenang untuk 

mengabulkan penangguhan penahanan. penelitian ini memcoba membahas 

tentang akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka melarikan diri dan 

apakah dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan 

dengan jaminan di Polresta Barelang. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah 

penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu 

untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi 

empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai 

proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa 

akibat hukum terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila tersangka 

melarikan diri maka penjamin harus membayar sejumlah uang yang ditentukan 

oleh pejabat yang berwenang dan pertimbangan penyidik dalam mengabulkan 

penangguhan penahanan semua tergantung latar belakang penjamin dan perbuatan 

tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka serta syarat-syarat yang ditentukan. 

 

Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Tindak Pidana 
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ABSTRACT 

 

Criminal Procedure Code Article 31 paragraph (1) The postponement of the 

arrest is called that, Upon the request of the suspect or defendant, the investigator 

or public prosecutor or judge in accordance with their respective authority may 

hold the suspension of the arrest with or without money or guarantees of persons 

under the conditions specified. However, there was no explanation due to the law 

when the suspect escaped and the official's consideration was to allow the 

detention of suspension. this study attempts to discuss the legal consequences of 

the guarantor if the suspect escapes and is the basis of the investigator's 

consideration to grant a moratorium on detention with a warrant at Barelang 

Police. Type of research in this thesis is empirical juridical research that is the 

way or procedure used to solve the problem of research by examining secondary 

data first to then research primary data in field. This research is a type of 

empirical law research that is a study of empirical studies to find theories about 

the process of occurrence and about the process of law enforcement in society. 

The result of this study is that the legal consequence of the guarantor of 

suspension of arrest if the suspect escaped the guarantor shall pay the amount of 

money determined by the competent authorities and the investigator's 

consideration in granting the suspension of the detention of all depend on the 

background of the guarantor and the conduct of the offense committed by the 

suspect as well as the conditions specified conditions. 

 

Keywords :Supension of detention, crime act 
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